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Analisis Sistem Pengendalian Internal Pemungutan Pajak Restoran  
dalam Optimalisasi Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Enrekang 
 
Analysis of Internal Control System Tax Collection Restaurants  





Muh. Nur Aziz 
Syahrir 
 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sistem pengendalian internal yang 
diterapkan pemerintah terkait dengan pemungutan pajak restoran. Pengumpulan 
data  dilakukan melalui studi pustaka, dokumentasi dan wawancara. Metode 
penelitian yang digunakan yaitu motede deskriptif-kualitatif. Metode penelitian 
yang digunakan yaitu motede deskriptif-kualitatif. Hasil penelitian ini 
menunjukkan bahwa Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Kabupaten 
Enrekang dalam pemungutan pajak restoran belum memenuhi unsur-unsur 
sistem pengendalian internal sesuai Peraturan Pemerintah nomor 60 Tahun 
2008 karena masih terdapat beberapa kelemahan. Hasil penelitian menyarankan 
kepada DPKAD Kabupaten Enrekang agar target pajak restoran sebaiknya 
dihitung berdasarkan potensinya dan meningkatkan penilaian risiko, sehingga 
perumusan pengendalian risiko yang teridentifikasi dapat dimplementasikan 
dengan baik, efektifitas informasi dan komunikasi tercapai serta pemantauan 
terus menerus untuk kesempurnaan sistem pengendalian intern. selanjutnya 
penerapan sistem pengendalian yang sesuai akan menunjang sistem dan 
prosedur pemungutan pajak yang lebih baik dan mengarah pada optimalnya 
penerimaan pajak 
 
Kata Kunci: Sistem pengendalian Internal, Pajak restoran, Penerimaan pajak. 
 
This research aimed to analyze the internal control system applied by the 
government Related to restaurant tax collection. Data collected through library 
research, documentation and interview. The research method used is descriptive 
qualitative method. The results of this research indicated that Internal Control 
System of the Enrekang District Government within tax collection Restaurant has 
not ben met the elements of the internal control system according to government 
regulation number 60 of 2008 because there are still some weaknesses. The 
results of the research suggested to DPKAD Enrekang that the restaurant tax 
target should be calculated based on its potential and increase the element of 
risk assessment, so that the formulation of the identified risks controls can be 
implemented properly, the effectiveness of information and communication is 
achieved and continuous monitoring for perfection of the internal control system 
.Then applying the appropriated contol system will support better tax collection 
system and prosedures and leads to the optimization of tax revenue 
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1.1  Latar Belakang  
 Pajak merupakan sumber pendapatan negara yang potensial dalam 
pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Pajak memiliki peran yang 
sangat vital dalam sebuah negara terutama negara yang sedang giat 
melaksanakan pembangunan seperti Indonesia. Tanpa pajak, kehidupan negara 
tidak akan bisa berjalan dengan baik. Tidak dapat dipungkiri bahwa, salah satu 
penopang pendapatan nasional yaitu berasal dari penerimaan pajak yang 
menyumbang sekitar 70% dari seluruh penerimaan Negara (Iqbal : 2016). Oleh 
sebab itu maka, pajak merupakan ujung tombak pembangunan sebuah negara. 
Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan 
peran serta wajib pajak untuk secara langsung dan bersama-sama 
melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembangunan nasional.  
 Sebagai salah satu sumber pendapatan negara, pajak mempunyai arti 
dan fungsi yang sangat penting untuk proses pembangunan. Menurut  
Mardiasmo  (2013:1),  dalam  upaya  meningkatkan  penerimaan pajak, pajak 
mempuyai peran masing-masing dalam memberikan kontribusinya kepada kas 
Negara, agar dapat mengetahui dengan baik maka tentunya  Wajib Pajak  harus 
mengetahui fungsi pajak itu sendiri. Terdapat dua fungsi pajak yaitu sebagai 
fungsi penerimaan (budgetair) dan fungsi mengatur (regulerend). Ditinjau dari 
fungsi penerimaan maka, pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk 
membiayai pengeluaran-pengeluarannya sedangkan, dilihat dari fungsi mengatur 
maka, pajak  sebagai  alat  untuk  mengatur  atau  melaksanakan  kebijaksanaan  




 Sistem pemerintahan Republik Indonesia menganut asas desentralisasi, 
dekosentrasi dan tugas pembantuan yang dilaksanakan secara bersama-sama. 
Untuk mewujudkan pelaksanaan asas desentralisasi tersebut maka dibentuklah 
daerah otonom yang terbagi dalam Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten dan 
Daerah Kota yang bersifat otonomi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang 
Nomor 22 Tahun 1999. Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 
Tentang Pemerintahan Daerah bahwa Otonomi Daerah adalah kewenangan 
daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat 
setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan sehingga, pembangunan daerah 
merupakan salah satu tujuan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah 
yang berbasis kewilayahan dan lingkungan serta berkelanjutan.  
 Implementasi Undang-Undang tentang Otonomi Daerah dan 
Desentralisasi Fiskal membawa konsekuensi pada kemandirian daerah dalam 
mengoptimalkan penerimaan daerahnya. Optimalisasi penerimaan daerah ini 
sangat penting bagi daerah dalam rangka menunjang pembiayaan 
pembangunan secara mandiri dan berkelanjutan. Sumber penerimaan daerah 
yang dapat menjamin keberlangsungan pembangunan di daerah dapat 
diwujudkan dalam bentuk Pendapatan Asli Daerah (PAD). 
 Pemerintah Kabupaten Enrekang merupakan salah satu Pemerintah 
Daerah yang melaksanakan kewenangan pemerintahan pada Kabupaten/Kota, 
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penyerahan 
berbagai wewenang dalam pelaksananan desentralisasi ini tentunya harus 
disertai dengan penyerahan dan pengalihan pembiayaan. sumber pembiayaan 




Pedapatan Asli Daerah (PAD), dimana komponen utamanya adalah penerimaan 
dari komponen pajak dearah dan retribusi daerah (Riduansyah, 2003). 
 Pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang 
digunakan untuk membiayai pelaksanaan Pemerintahan daerah serta 
mewujudkan kemandirian daerah. Pajak daerah merupakan jenis pajak yang 
dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga 
daerahnya sendiri. Menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang 
Pajak Daerah dan Restribusi Daerah, pajak daerah yang selanjutnya disebut 
kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan 
yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak 
mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah 
bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 
  Berdasarkan undang-undang Nomor 28 tahun 2009, telah dijelaskan 
bahwa pajak daerah digolongkan atas dua yaitu pajak tingkat Provinsi dan 
tingkat Kabupaten/Kota. Pajak Provinsi dipungut dan dikelola oleh pemerintah 
Provinsi sedangkan, pajak Kabupaten/Kota dikelola dan kemudian menjadi hak 
oleh pemeritah Kabupaten/Kota. Dalam pemungutan pajak daerah yang ada di 
Pemerintah Kabupaten biasanya diserahkan sepenuhnya pada SKPD yang 
ditunjuk langsung oleh Bupati/Walikota, sehingga semua Pengelolaan atas pajak 
daerah menjadi tanggung jawab dari instansi yang bersagkutan. 
 Di Kabupaten Enrekang, kebijakan pemungutan pajak diatur dalam 
Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah dan Retribusi 
Daerah. Salah satu dari sekian jenis pajak yang ditetapkan dalam peraturan 
daerah tersebut yaitu pajak restoran. Pajak restoran merupakan salah satu 




sebagai salah satu sumber pendapatan daerah yang laju pertumbuhannya 
diperkirakan sejalan dengan laju pertumbuhan ekonomi daerah.  
 Pajak restoran telah memberikan kontribusi yang tidak sedikit bagi 
penerimaan daerah. Usaha restoran yang sangat menjanjikan sebagai salah satu 
upaya masyarakat dalam peningkatan perekonomian. Seperti yang telah 
dilakukan oleh warga Enrekang dengan membuka usaha restoran/rumah makan 
yang bisanya didirikan di pusat keramiaan seperti pasar, tempat wisata dan 
lainnya. Bahkan warga mendirikan rumah makan atau restoran di sepanjang 
jalan poros yang cukup banyak disinggahi oleh masyarakat umum wilayah sekitar 
ataupun mobil-mobil penumpang yang setiap harinya melewati jalan tersebut. 
 Bedasarkan data anggaran dan realisasi pajak restoran 2013-2015 yang 
di unduh dari situs resmi Badan Pusat Statistik Kabupaten Enrekang dapat dilihat 
dalam berikut. 
Tabel 1.1  Anggaran dan Realisasi Pajak Restoran Kabupaten Enrekang tahun 
 2013-2015 
 Tahun  Anggaran Realisasi 
2013 Rp 28.200.000,00  Rp 46.239.000,00  
2014 Rp 47.000.000,00  Rp 54.656.000,00  
2015 Rp 50.000.000,00  Rp 54.269.000,00  
 Adanya penerimaan pajak berada di atas anggaran dan bahkan berulang 
pada tahun berikutnya. Berdasarkan data tersebut potensi adanya kesalahan 
dan kecurangan yang dapat muncul terbilang cukup tinggi. Dengan hal ini, 
Sistem pengendalian yang baik menjadi faktor penting dalam internal organinasi 
pemungut pajak sangat diharapkan untuk meminimalisir terjadinya risiko yang 
mungkin terjadi. penerarapan pengendalian intern yang baik juga akan 
memberikan jaminan pada jumlah penerimaan yang benar dan terhindarnya dari 




 Pengelolaan pajak tidak hanya sebatas pada hasil yang didapatkan saat 
ini. Pengelolaan dan pemungutan pajak dilakukan oleh sebuah lembaga yang 
terorganisir. Begitu juga dengan pemungutan pajak restoran yang harus 
dilakukan oleh lembaga pemerintah. Sehubungan dengan tujuan untuk efisiesi 
dan Pengelolaan sesuai ketentuan perundang-undangan serta diharapkan 
adanya sistem pengendalian internal yang baik didalamnya. Pengendalian 
dimaksudkan untuk mengatur aktifitas-aktifitas yang berhubungan dengan 
pemungutan pajak restoran. 
 Sistem pengendalian dalam setiap organisasi diharapkan dapat mengatur 
dan mengontrol efektifitas kinerja organisasi, tanpa terkecuali organisasi 
pemerintah. Instansi pemerintah juga dituntut untuk memiliki sistem pengendalian 
yang berfungsi sebagai alat untuk mengelola organisasi secara efektif dalam 
mencapai tujuannya. Maka, penerepan sistem pengendalian yang baik menjadi 
hal yang sangat penting. Keberadaan sistem pengendalian internal dapat 
meminimalisir resiko yang akan terjadi. Berdasarkan Peraturan Pemerintah 
Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, 
dijelaskan bahwa Sistem Pengendalian Intern Pemerintah adalah Sistem 
Pengendalian Internal yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan 
pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Sehubugan dengan hal itu maka, jika 
sistem pengendalian intern suatu perusahaan lemah maka kemungkinan 
terjadinya kesalahan dan kecurangan semakin besar. Sebaliknya, jika 
pengendalian internalnya kuat maka kemungkinan terjadinya kecurangan dapat 
diperkecil. 
 Penerapan sistem pengendalian internal dalam instansi pemerintah 
diharapkan memberikan dampak terhadap pemasukan Negara, sehingga 




masyarakat. Berdasarkan pada konsep pengendalian yang diatur dalam 
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian 
Internal Pemerintah, terdapat lima komponen pengendalian internal yang meliputi 
lingkungan pengendalian (control environment), penilaian resiko (risk 
assessment), kegiatan pengendalian (control procedure), informasi dan 
komunikasi (information and communication), serta pemantauan (monitoring). 
Sementara itu, tujuan pengendalian internal yakni tercapainya efektifitas dan 
efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan negara, keandalan pelaporan 
keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan 
perundang-undangan. 
 Pengendalian internal merupakan segala bentuk upaya yang dilakukan 
untuk mengarahkan seluruh kegiatan agar tujuan dari kegiatan dapat dicapai 
secara efektif, efisien, dan ekonomis. Segala sumber daya dapat dimanfaatkan 
dan dilindungi, data dan laporan dapat dipercaya dan disajikan secara wajar, 
serta ditaatinya segala ketentuan yang berlaku. Penerapan sistem pengendalian 
internal secara baik dan benar pada suatu pemerintahan dapat mempermudah 
pencapaian tujuan dan sekaligus meminimalkan risiko. Dalam kaitannya dengan 
Pengelolaan penerimaan Negara, penerapan sistem pengendalian internal dapat 
membantu memastikan sumber-sumber pendapatan Negara, dapat diketahui 
ketercapaiannya sesuai dengan rencana-rencana pendapatan keuangan yang 
dibuat oleh pemerintah. Oleh karena itu, pemerintah diharapkan agar mampu 
mengoptimalkan seluruh penerimaan Negara. Termasuk didalamnya penerimaan 
dari sumber pajak baik itu pajak pusat maupun daerah.  
 Dari penjelasan di atas, tentang adanya tuntutan untuk instansi 
pemerintah dalam menerapkan sistem pengendalian internal dalam menjalankan 




pengendalian internal yang diterapkan pemerintah Kabupaten Enrekang dalam 
pelaksanaan pemugutan pajak daerah. Pada penelitian ini, dari sekian jenis 
pajak daerah yang ada maka, dipilih salah satu dari jenis pajak yaitu pajak 
restoran, sehingga penulis mengambil judul “Analisis Sistem Pengendalian 
Internal Pemungutan Pajak Restoran dalam Optimalisasi Penerimaan Pajak 
Daerah Kabupaten Enrekang” 
1.2  Rumusan Masalah  
 Berdasarkan latar belakang di atas maka, di identifikasi masalah sebagai 
berikut. 
1. Bagaimana pelaksanaan pemungutan pajak restoran di Kabupaten 
Enrekang ?  
2. Bagaimana penerapan sistem pengendalian internal oleh Pemerintah 
Kabupaten Enrekang untuk pemungutan pajak restoran ? 
1.3  Tujuan Penelitian 
 Adapun tujuan dari penelitian ini yang sekaligus jawaban dari masalah-
masalah yang dikemukakan di atas adalah sebagai berikut. 
1. Mengetahui pelaksanaan pemungutan pajak restoran di Kabupatn 
Enrekang. 
2. Mengetahui penerapan sistem pengendalian internal pemungutan pajak 







1.4  Kegunaan Penelitian 
1.4.1  Kegunaan Teoretis 
 Kegunaan teoretis yang diharapkan dari penelitian ini yaitu sebagai 
berikut.  
1. Memberikan pemahaman tentang penerapan sistem pengendalian 
internal dalam pemungutan pajak daerah khususnya pajak restoran. 
2. Memberikan sumbangsi sebagai referensi kedepan untuk penelitian-
penelitian yang terkait. 
 
1.4.2 Kegunaan Praktis 
 Kegunaan praktis yang diharapkan dari penelitian ini yaitu 
Sebagai acuan dan bahan pertimbangan Pemerintah Kabupaten 
Enrekang dalam pengambilan keputusan dalam Pengelolaan pajak 
daerah khususnya pajak restoran. 
1.5  Sistematika Penulisan 
 Penulisan  penelitian  ini  terbagi  menjadi  lima  bab  dan  setiap  babnya  
terbagi  menjadi  beberapa  sub  bab.  Pembahasan  dari  bab-bab  tersebut  
dijelaskan sebagai berikut: 
BAB I    PENDAHULUAN, Pada bab ini berisi pendahuluan yang terdiri dari 
latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penilitian, 
ruang lingkup penelitian, dan sistematika penulisan 
BAB II TINJAUAN  PUSTAKA,  berisi  tentang  landasan  teori  yang 
melandasi  penelitian  dalam  melakukan  analisis  terhadap 





BAB III  METODE  PENELITIAN,  berisi  penjelasan  tentang  rancangan 
penelitian,  lokasi  penelitian, waktu penelitian, jenis  dan  sumber  
data,  teknik pengumpulan data, teknik analisis data serta tahap-tahap 
penelitian. 
BAB IV HASIL  DAN  PEMBAHASAN,  berisi  uraian  tentang  deskripsi obyek  
penelitian,  analisis  sistem prosedur pemungutan pajak restoran serta 
analisis sistem pengendalian internal pemungutan pajak restoran di 
Kabupaten Enrekang 
BAB V PENUTUP, berisi kesimpulan dari hasil penelitian, keterbatasan 
penelitian,  dan  saran-saran  yang  berhubungan  dengan penelitian 








2.1 Pengendalian Internal 
2.1.1  Pengertian Sistem Pengendalian Internal 
 Pengendalian intern merupakan suatu proses integral pada tindakan dan 
kegiatan yang dilakukan terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai 
suatu entitas untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tujuan 
organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan 
keuangan, kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku 
(Riyanto:2016). Adapun pengertian  sistem pengendalian internal Menurut Siti 
dan Ely (2010: 312) yaitu, “Sistem Pengendalian intern adalah suatu proses yang 
dijalankan oleh dewan komisaris, manajemen, dan personel lainnya dalam suatu 
entitas yang dirancang untuk memberikan keyakinan memadai tentang 
pencapaian tujuan yaitu Keandalan pelaporan keuangan, Menjaga kekayaan dan 
catatan organisasi, Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan Efektivitas dan 
efisiensi operasi”. 
 Hartadi (1999:2) mengemukakan ada dua pengertian sistem 
pengendalian intern, yaitu sebagai berikut. 
“Dalam arti sempit, pengendalian internal dapat dipandang sama seperti 
internal check yang merupakan prosedur-prosedur mekanis untuk 
memeriksa  ketelitian data-data administrasi seperti misalnya mencocokkan 
penjumlahan mendatar (horizontal) dengan penjumlahan menurun 
(vertikal).” 
 
“Dalam arti luas,  sistem pengendalian intern dapat dipandang sebagai 
sistem sosial yang memiliki wawasan atau makna khusu yang berada dalam 
organisasi perusahaan. Sistem tersebut terdiri dari kebijakan, teknik, 
prosedur alat-alat fisik, dokumentasi orang-orang yang berinteraksi satu 
sama lain diarahkanuntuk melindungi harta, menjamin terhadap terjadinya 
hutang yang layak, menjamin ketelitian dan dipercayainya data akuntasi dan 
dapat diperolehnya operasi yang efisien dan menjamin ditaatinya kebijakan 




 Suatu sistem pengendalian yang efisien dan efektif sangat dibutuhkan 
oleh organisasi atau perusahaan karena adanya sistem pengendalian, 
diharapkan rencana yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan dengan baik. 
adapun tujuan pengendalian internal sebagai berikut. 
a. Menjaga kekayaan organisasi. 
b. Mencek ketelitian dan keandalan data akuntansi. 
c. Mendorong efisiensi. 
d. Mendorong dipenuhinya kebijakan manajemen. 
2.1.2  Sistem Pengendalian Internal Pemerintah 
 Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang 
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, dijelaskan bahwa Sistem Pengendalian 
Intern Pemerintah (SPIP) adalah Sistem Pengendalian Intern yang 
diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan 
pemerintah daerah. Berkaitan dengan hal ini, Persiden selaku Kepala 
Pemerintahan mengatur dan menyelenggarakan sistem pengendalian intern di 
lingkungan pemerintahan secara menyeluruh. Sedangkan Menteri Keuangan 
selaku Bendahara Umum Negara menyelenggarakan sistem pengendalian 
internal di bidang perbendaharaan, Menteri/pimpinan lembaga selaku Pengguna 
Anggaran/Pengguna Barang menyelenggarakan sistem pengendalian intern di 
bidang pemerintahan masing-masing, dan Gubernur/Bupati/Walikota selaku 
pemegang kekuasaan Pengelolaan keuangan daerah mengatur lebih lanjut dan 
meyelenggarakan sistem pengendalian intern di lingkungan pemerintah daerah 
yang dipimpinnya.  
 Pemerintah telah menetapkan PP 60 Tahun 2008 tentang SPIP yang 




pasal 60 PP 60 Tahun 2008 disebutkan bahwa ketentuan penyelenggaraan SPIP 
di tingkat Pemerintah Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah 
dengan tetap berpedoman pada PP 60 Tahun 2008. Unsur-unsur sistem 
pengendalian internal di Indonesia sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 
60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, terdiri dari 
lima unsur sebagai berikut. 
1.  Lingkungan Pengendalian 
Lingkungan pengendalian adalah kondisi dalam Instansi Pemerintah 
yang memengaruhi efektivitas pengendalian intern. Pimpinan Instansi 
Pemerintah wajib menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian 
yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan Sistem 
Pengendalian Intern dalam lingkungan kerjanya, melalui. 
a. Penegakan integritas dan nilai etika; 
b. Komitmen terhadap kompetensi;  
c. Kepemimpinan yang kondusif;  
d. Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;  
e. Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat 
f. Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan 
sumber daya manusia;  
g. Perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif; 
dan  
h. Hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah terkait. 
2. Penilaian Risiko 
Penilaian risiko merupakan suatu proses pengidentifikasian dan 




entitas dan penentuan reaksi yang tepat terhadap risiko yang timbul akibat 
perubahan. Ini berarti bahwa penilaian risiko dimulai dari penetapan tujuan 
dan berakhir dengan penentuan reaksi terhadap risiko.  
Oleh karena itu, pimpinan instansi Pemerintah melakukan penilaian 
resiko melalui beberapa tahap, yaitu sebagai berikut. 
a. Menetapkan tujuan instansi dengan cara memuat pernyataan dan 
arahan yang spesifik, terukur, dapat dicapai, realistis, dan terikat 
waktu; 
b. Menetapkan tujuan pada tingkatan kegiatan berdasarkan pada tujuan 
dan rencana strategis Instansi Pemerintah; 
c. Melakukan identifikasi risiko untuk mengenali risiko dari faktor 
eksternal dan faktor internal dengan menggunakan metodologi yang 
sesuai untuk tujuan Instansi Pemerintah dan tujuan pada tingkatan 
kegiatan secara komprehensif; 
d. Melakukan analisa risiko untuk menentukan dampak dari risiko yang 
telah diidentifikasi terhadap pencapaian tujuan Instansi Pemerintah. 
Pimpinan instansi kemudian menerapkan prinsip kehati-hatian dalam 
menentukan tingkat risiko yang dapat diterima, dalam mempertimbangkan 
risiko, pimpinan Instansi Pemerintah mengambil keputusan setelah dengan 
cermat menganalisis risiko terkait dan menentukan bagaimana risiko 
tersebut diminimalkan. 
3. Kegiatan Pengendalian 
Kegiatan pengendalian adalah tindakan yang diperlukan untuk 
mengatasi risiko serta penetapan dan pelaksanaan kebijakan dan prosedur 




secara efektif. Unsur ini menekankan bahwa Pimpinan Instansi Pemerintah 
wajib menyelenggarakan keAgiatan pengendalian sesuai dengan ukuran, 
kompleksitas, dan sifat dari tugas dan fungsi Instansi Pemerintah yang 
bersangkutan. Kegiatan pengendalian dilaksanakan dalam bentuk sebagai 
berikut. 
a. Reviu atas kinerja Instansi Pemerintah yang bersangkutan; 
b. Pembinaan sumber daya manusia; 
c. Pengendalian atas Pengelolaan sistem informasi; 
d. Pengendalian fisik atas aset; 
e. Penetapan dan reviu atas indikator dan ukuran kinerja; 
f. Pemisahan fungsi; 
g. Otorisasi atas transaksi dan kejadian yang penting; 
h. Pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian; 
i. Pembatasan akses atas sumber daya dan pencatatannya; 
j. Akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatannya; dan 
k. Dokumentasi yang baik atas Sistem Pengendalian Intern serta transaksi 
dan kejadian penting. 
4.  Informasi dan komunikasi 
Informasi adalah data yang telah diolah yang dapat digunakan untuk 
pengambilan keputusan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi 
Instansi Pemerintah, sedangkan komunikasi adalah proses penyampaian 
pesan atau informasi dengan menggunakan simbol atau lambang tertentu 
baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan umpan 
balik. Pimpinan Instansi Pemerintah wajib mengidentifikasi, mencatat, dan 




Berkaitan dengan pengkomunikasian informasi, wajib diselenggarakan 
secara efektif, dengan cara sebagai berikut. 
a. Menyediakan dan memanfaatkan berbagai bentuk dan sarana 
komunikasi; dan 
b. Mengelola, mengembangkan, dan memperbarui sistem informasi 
secara terus menerus. 
5. Pemantauan 
        Untuk memastikan apakah SPIP dijalankan dengan baik oleh suatu 
instansi pemerintah, maka perlu dilakukan pemantauan. Pemantauan akan 
menilai kualitas kinerja dari waktu ke waktu dan memastikan bahwa 
rekomendasi hasil audit dan reviu lainnya dapat segera ditindaklanjuti. 
Pemantauan dilakukan melalui tiga cara, yaitu: 
a. Pemantauan berkelanjutan, diselenggarakan melalui kegiatan 
Pengelolaan rutin, supervisi, pembandingan, rekonsiliasi, dan 
tindakan lain yang terkait dalam pelaksanaan tugas; 
b. Evaluasi terpisah diselenggarakan melalui penilaian sendiri, revieu, 
dan pengujian efektivitas Sistem Pengendalian Intern; 
c. Tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan reviu lainnya harus segera 
diselesaikan dan dilaksanakan sesuai dengan mekanisme 
penyelesaian rekomendasi hasil audit dan revieu lainnya yang 
ditetapkan. 
SPIP bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai terhadap 
empat hal sebagai berikut. 
1. Tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan 




2. Keandalan pelaporan keuangan. 
3. Pengamanan aset negara. 
4. Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. 
Sistem pengendalian internal pemerintah sesuai dengan tujuan di atas 
mengisyaratkan bahwa adanya jaminan pelaksanaan tugas yang jujur dan taat 
peraturan pada instansi pemerintah mulai dari pimpinan sampai seluruh pegawai 
ketika SPIP dijalankan dengan baik. Dampak yang ditimbulkan yaitu tidak 
terjadinya penyelewengan atau kecurangan yang berakibat pada kerugian 
negara. Penerapan pengendalian yang baik juga dapat dibuktikan dengan 
misalnya melaui laporan keuangan pemerintah yang mendapat predikat Wajar 
Tanpa Pengecualian.  
2.2  Dasar-Dasar Perpajakan 
2.2.1  Pengertian Pajak 
 Pengertian pajak menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 
tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan, bahwa Pajak adalah 
kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan 
yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak 
mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara 
untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Adapun Pengertian pajak  Menurut 
Rochmat Soemitro (Mardiasmo 2011:1) yaitu. 
 “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang 
 (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontra 
 prestasi) yang langsung dapat ditunjuk dan digunakan untuk membiayai 
 pengeluaran umum”. 
Dari pengertian dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur  
1.  Iuran dari rakyat kepada negara. Yang berhak memungut pajak adalah 




2.  berdasarkan undang-undang. Pajak dipungut bardasarkan atau dengan 
 kekuatan undang-undang serta  aturan pelaksanaannya. 
3.  Tanpa jasa timbal balik atau kontraprestasi dari negara yang secara 
 langsung   
4.  Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. 
2.2.2  Fungsi Pajak 
          Fungsi pajak sebagai alat untuk menetukan politik perekonomian, pajak 
memiliki kegunaan dan manfaat pokok dalam meningkatkan kesejahteraan 
umum. Maka, fungsi pajak tidak terlepas dari tujuan pajak, sementara tujuan 
pajak tidak terlepas dari tujuan Negara, dengan demikian, tujuan pajak itu harus 
diselaraskan dengan tujuan Negara. Fungsi pajak terbagi menjadi sebagai 
berikut. (Waluyo,Ilyas 2002: 8). 
a.  Fungsi anggaran (budgetair).  
 Fungsi Budgetair disebut juga fungsu utama pajak, atau fungsi 
fiskal yaitu fungsi dimana pajak dipergunakan sebagai alat untuk 
memasukkan dana secara optimal ke kas negara berdasarkan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. Fungsi ini juga disebut fungsihistoris 
karena fungsi iniyang pertama kali timbul. Berdasarkan fungsi ini 
pemerintah yang membutuhkan dana untuk membiayai berbagai 
kepentingan memungut pajak dari penduduknya.           
b.  Fungsi mengatur (regulerend) 
       Fungsi regulerend atau fungsi mengatur disebut juga fungsi 
tambahan. Disebut fungsi tambahan karena merupakan pelengkap dari 
fungi utama pajak. Pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi 
melalui kebijaksanaan pajak. Dengan fungsi mengatur, pajak bisa 




menggiring penanaman modal, baik dalam negeri maupun luar negeri, 
diberikan berbagai macam fasilitas keringanan pajak. Dalam rangka 
melindungi produksi dalam negeri, pemerintah menetapkan bea masuk 
yang tinggi untuk produk luar negeri. 
2.2.3  Jenis Pajak 
       Pengelompokan Pajak terbagi menjadi tiga, yaitu sebagai berikut. 
1.  Menurut Golongannya, pajak terbagi atas dua. 
a. Pajak langsung adalah pajak yang pembebanannya tidak dapat 
dilimpahkan ke pihak lain, tetapi harus menjadi beban langsung Wajib 
Pajak yang bersangkutan.  
b. Pajak tidak langsung adalah pajak yang pembebanannya dapat 
dilimpahkan ke pihak lain.  
2.  Menurut Sifatnya, pajak dibagi dan dibedakan berdasarkan ciri-ciri prinsip 
 yaitu sebagai berikut. 
a. Pajak subjektif adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada 
subjeknya yang selanjutnya dicari syarat objektifnya dalam arti 
memperhatikan keadaan dari wajib Pajak, dan  
b. Pajak objektif adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada 
objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.  
3.  Menurut Lembaga Pemungutannya terbagi atas dua. 
a. Pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan 
digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, dan  
b. Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan 





2.2.4  Asas Pemungutan Pajak 
 Terdapat beberapa asas yang dapat dipakai oleh Negara sebagai asas 
dalam menentukan wewenangnya untuk mengenakan pajak, khususnya untuk 
pengenaan pajak penghasilan. Asas utama yang paling sering digunakan oleh 
negara sebagai landasan untuk mengenakan pajak adalah sebagai berikut. 
1. Asas Domisili atau disebut juga asas kependudukan (domicile/residence 
principle).  
 Berdasarkan asas ini negara akan mengenakan pajak atas suatu 
penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan, 
apabila untuk kepentingan perpajakan, orang pribadi tersebut merupakan 
penduduk (resident) atau berdomisili di negara itu atau apabila badan 
yang bersangkutan berkedudukan di negara itu. Dalam kaitan ini, tidak 
dipersoalkan dari mana penghasilan yang akan dikenakan pajak itu 
berasal. Itulah sebabnya bagi negara yang menganut asas ini, dalam 
sistem pengenaan pajak terhadap penduduk-nya akan menggabungkan 
asas domisili (kependudukan) dengan konsep pengenaan pajak atas 
penghasilan baik yang diperoleh di negara itu maupun penghasilan yang 
diperoleh di luar negeri (world-wide income concept). 
2. Asas Sumber 
 Negara yang menganut asas sumber akan mengenakan pajak 
atas suatu penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau 
badan hanya apabila penghasilan yang akan dikenakan pajak itu 
diperoleh atau diterima oleh orang pribadi atau badan yang bersangkutan 
dari sumber-sumber yang berada di negara itu, dalam asas ini, tidak 
menjadi persoalan mengenai siapa dan apa status dari orang atau badan 




pengenaan pajak adalah objek pajak yang timbul atau berasal dari negara 
itu. Contohnya Tenaga kerja asing bekerja di Indonesia maka dari 
penghasilan yang didapat di Indonesia akan dikenakan pajak oleh 
pemerintah Indonesia. 
3. Asas Kebangsaan atau Asas Nasionalitas atau disebut juga Asas 
Kewarganegaraan (nationality/citizenship principle) 
 Landasan pengenaan pajak dalam asas ini adalah status 
kewarganegaraan dari orang atau badan yang memperoleh penghasilan. 
Berdasarkan asas ini, tidaklah menjadi persoalan dari mana penghasilan 
yang akan dikenakan pajak berasal. Seperti halnya dalam asas domisili, 
sistem pengenaan pajak berdasarkan asas nasionalitas ini dilakukan 
dengan cara menggabungkan asas nasionalitas dengan konsep 
pengenaan pajak atas world wide income. 
2.2.5  Sistem Pemungutan Pajak 
  Dalam merealisasikan penerimaan pajak yang optimal dan menggali 
objek pajak yang potensial, secara garis besar ada tiga sistem pemungutan 
pajak yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia yaitu sebagai berikut. 
1.  Official Assessment System 
 Sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah 
(fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terhutang oleh wajib pajak. 
Adapun ciri-cirinya dari sistem ini sebagai berikut. 
a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus. 
b. Wajib Pajak bersifat pasif. 





2.  Self Assessment System 
 Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada 
Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya Pajak yang terutang. Adapun 
ciri-ciri dari sistem ini sebagai berikut. 
a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib 
Pajak itu sendiri. 
b. Wajib Pajak Aktif, mulai dari menghitung, menyetor, dan melaporkan 
sendiri pajak yang terutang. 
c. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi. 
3.  With Holding System 
 Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada 
pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan pula Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk 
menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Ciri-cirinya yaitu 
wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, 
pihak selain Fiskus dan Wajib Pajak. 
2.3  Pajak Daerah 
 Menurut Siahaan (2010:9) pengertian pajak daerah adalah sebagai 
berikut. Pajak Daerah adalah iuran wajib pajak yang dilakukan oleh daerah 
kepada orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang 
dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, 
yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan 
pembangun daerah.  
 Zuraida (2012:31) menjelaskan tentang pengertian pajak daerah yang 
berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Pajak Daerah adalah 
kontribusi wajib pajak kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau 




mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan sebesar-
besarnya kemakmuran rakyat. Dengan demikian pajak daerah adalah iuran 
rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan 
dan tidak mendapat imbalan secara langsung. Berdasarkan uraian di atas maka 
dapat ditarik kesimpulan bahwa pajak daerah merupakan pajak yang dipungut 
oleh pemerintah daerah yang sifatnya memaksa untuk semua wajib pajak 
berdasarkan Undang-Undang yang berlaku dan digunakan semata-mata untuk 
kepentingan Pemerintah Daerah dan Pembagunan Daerah.  
 Sesuai dengan Undang-Undang Pajak Daerah Nomor 34 Tahun 2000 
yang kemudian diubah kedalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang 
Pajak Daerah Dan Retribisi Daerah, Jenis pajak daerah dibagi menjadi. 
1. Pajak Provinsi, yang terdiri atas. 
a. Pajak Kendaraan Bermotor 
b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 
c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 
d. Pajak Air Permukaan 
e. Pajak Rokok. 
2. Pajak Kabupaten/Kota, yang terdiri atas. 
a. Pajak Hotel 
b. Pajak Restoran 
c. Pajak Hiburan 
d. Pajak Reklame 
e. Pajak Penerangan Jalan 
f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 
g. Pajak Parkir 




i. Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan 
j. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. 
2.4  Pajak Restoran 
2.4.1  Pengertian Pajak Restoran 
 Aturan mengenai pajak restoran telah tertuang dalam undang-undang 
Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah dan juga 
diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 5 tahun 2011 
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dijelaskan bahwa Pajak Restoran 
merupakan pajak dipungut pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. 
Dimana yang dimaksud restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau 
minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, 
kafetaria, kantin, warung, bar dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering. 
2.4.2  Objek Pajak Restoran 
 Objek pajak restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran. 
Pelayanan sebagaimana dimaksud meliputi pelayanan penjualan makanan 
dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat 
pelayanan maupun tempat lain. 
2.4.3  Subjek Pajak Restoran  
 Subjek pajak restoran adalah orang pribadi atau badan yang membeli 
makanan dan/atau minuman dari restoran. Wajib pajak restoran adalah orang 
pribadi atau badan yang mengusahakan restoran. Pengusaha restoran adalah 
perorangan atau badan yang menyelenggarakan usaha restoran untuk dan atas 
nama sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya. 




memeiliki pelayanan restoran merupakan subjek pajak yang membayar pajak. 
Sedangkan pengusaha restoran bertindak sebagai wajib pajak yang diberi 
kewenangan untuk memungut pajak dari konsumen. 
2.4.4  Tarif dan Tata Cara Pemungutan Pajak Restoran 
 Penentuan tarif pajak restoran adalah maksimal 10% dari Dasar 
Pengenaan Pajak Restoran yaitu jumlah pembayaran yang diterima atau yang 
seharusnya diterima Restoran. Adapun penentuan tarif pajak restoran di daerah 
ditetapkan berdasarkan peraturan daerah. Sehingga dalam Peraturan Daerah 
Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Kabupaten Enrekang, tarif pajak 
restoran ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari dasar pengenaan pajak 
restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya 
diterima restoran. Adapun ketentuan pemungutan pajak restoran sebagai berikut. 
1. Pajak restoran yang terutang dipungut dalam daerah. 
2. Besaran pokok pajak restoran yang terutang dihitung dengan cara 
mengalihkan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak restoran adalah 
jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima 
restoran 
3. Setiap Wajib pajak restoran wajib menggunakan bon penjualan (bill) 
untuk setiap transaksi pelayanan restoran; 
4. Bagi Wajib Pajak Restoran yang tidak menggunakan bon penjualan (bill) 
dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) 
per bulan dari dasar pengenaan pajak. 
5. Setiap Wajib Pajak Restoran wajib melegalisasi/perporasi bon penjualan 




 Pajak restoran dalam pemungutanya tidak dapat dibrongkan artinya, 
seluruh proses kegitan pemungutan pajak restoran tidak dapat diserakan kepada 
pihak ketiga. Setiap pengusaha pajak (yang menjadi wajib pajak) wajib 
menghitung, mempertimbangkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak 
restoran yang terutang dengan menggunakan SPTPD. Penjelasan tersebut 
menunjukkan bahwa, sistem pemungutan pajak restoran pada dasarnya 
merupakan sistem self assessment. Yaitu, wajib pajak diberikan kepercayaan 
untuk menghitung, mempertimbangkan, membayar dan melaporkan pajak yang 
terutang. Walaupun demikian, kerja sama dengan pihak ketiga dalam proses 
pemungutan pajak dapat dilakukan oleh wajib pajak , adapun kerja sama yang 
diperbolehkan antara wajib pajak dengan orang ketiga antara lain seperti 
pencetakan formulir perpajakan, pengiriman surat kepada wajib pajak, atau 
menghimpun data, atau objek dan subjek pajak, (siahaan, 2006). 
2.4.5  Masa Pajak dan Tahun Pajak Restoran 
 Dalam pemungutan pajak restoran, masa pajak merupakan jangka waktu 
yang lamanya sama dengan satu bulan takwim atau jangka waktu lain yang 
ditetapkan dengan keputusan Bupati atau Walikota, sedangkan tahun pajak yang 
lamanya satu tahun takwim kecuali wajib pajak pajak yang tidak menggunakan 
tahun buku yang tidak sama dengan tahun takwim. Saat terutangnya pajak 
ditetapkan pada saat terjadi pelayanan di restoran. Pajak yang terutang harus 
dilunasi pada saat terjadinya pelayanan. Pembayaran  pelayanan menggunakan 
bill  atau  bukti  pembayaran  lainnya. 
2.5  Optimalisasi Pajak Daerah  
 Implementasi Undang-Undang tentang otonomi daerah dan desentralisasi 




penerimaan daerahnya. Optimalisasi penerimaan daerah ini sangat penting bagi 
daerah dalam rangka menunjang pembiayaan pembangunan secara mandiri dan 
berkelanjutan. Sumber penerimaan daerah yang dapat menjamin 
keberlangsungan pembangunan di daerah dapat diwujudkan dalam bentuk 
Pendapatan Asli Daerah (PAD). PAD memiliki peran penting dalam rangka 
pembiayaan pembangunan di daerah.  
 Berdasarkan pada potensi yang dimiliki masing-masing daerah, 
peningkatan dalam penerimaan PAD ini akan dapat meningkatkan kemampuan 
keuangan daerah. Seiring dengan perkembangan perekonomian daerah yang 
semakin terintegrasi dengan perekonomian nasional dan internasional, maka 
kemampuan daerah dalam mengoptimalkan pemanfaatan sumber-sumber 
penerimaan PAD menjadi sangat penting.  
 Sumber-sumber penerimaan PAD tersebut sebagai berikut. 
1. Pajak daerah 
2. Retribusi daerah, termasuk hasil dari pelayanan Badan Layanan Umum 
(BLU) daerah 
3. Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, antara lain bagian 
laba dari BUMD, hasil kerja sama dengan pihak ketiga, dan 
4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah. 
 Pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang 
potensial untuk membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah. Oleh karenanya 
optimalisai dari penerimaan sumber-sumber pajak daerah harus selalu 
diusahakan dan tingkatkan. Pemerintah yang ditunjuk sebagai pelaksana 
pemungutan pajak daerah mestinya bekerja maksimal dalam peningkatan 
pendapatan daerah. Dalam optimalisasi penerimaan pajak daerah hal yang perlu 




Bagaimanapun besarnya tingkat kesadaran masyarakat tentang pajak, ketika 
pemungutan tidak dilaksanakan dengan sistem dan prosedur yang baik maka, 
optimalisasi pajak yang kita harapkan susah untuk dicapai. 
2.6 Tinjauan Penelitian Terdahulu       
 Penelitian dilakukan oleh hayuningsih (2014) dengan judul penelitian 
“Sistem Pengendalian Internal Pemungutan Pajak Daerah (Studi Kasus di Dinas 
Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Kotamadya Surakarta)”. Penelitian 
ini bertujuan untuk mengevaluasi sistem pengendalian internal pemungutan 
pajak daerah di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kotamadya 
Surakarta. adapun kesimpulan hasil penelitiannya yaitu  adalah bahwa lima 
komponen sistem pengendalian internal telah diterapkan dengan baik namun 
masih ada kendala-kendala dan saat ini hal tersebut telah menjadi fokus 
permasalahan dalam pemungutan pajak daerah yang dilakukan. Sehingga masih 
diperlukan perbaikan dalam mengatasi permasalahan tersebut. Di dalam 
penelitian ini, penulis juga memberikan saran untuk membantu mengatasi 
kendala dalam menerapkan sistem pengendalian internal pemungutan pajak 
daerah di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 
Kotamadya Surakarta 
 Nugroho (2012) melakukan penelitian dengan judul Analisis Sistem 
Pengendalian Internal Pemerintah Pada pelaksanaan Barang dan Jasa (Studi 
Kasus Proyek Peningkatan Jalan dan Jembatan dan kota administrasi Jakarta 
Utara) dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa, kegiatan pengendalian 
pada proses pengadaan barang dan jasa pada proyek pembangunan jalan dan 
jembatan  Kota Administrasi Jakarta Utara telah memenuhi lima unsur 




 Riandari (2013) dengan penelitian yang membahas tentang sistem 
pengendalian intern pengeluaran kas di Biro Keuangan Sekretariat Kementerian 
Sekretariat Negara Repubik Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
prosedur pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di Biro Keuangan dan untuk 
menganalisis sistem pengendalian intern pengeluaran kas di Biro Keuangan. 
Hasil Penelitian menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern pengeluaran 
kas yang diterapkan pada Biro Keuangan bisa dikatakan cukup efektif walaupun 
masih terdapat beberapa kelemahan. Hasil penelitian menyarankan agar Biro 
Keuangan Sekretariat Kementerian Sekretariat Negara Repubik Indonesia 
meningkatkan sumber daya manusia yang kompeten untuk memperkuat 
lingkungan pengendalian, meningkatkan pengelolaan risiko dan perumusan 
kegiatan pengendalian melalui pembentukan unit khusus dan dokumentasi yang 
baik, mengaktifkan kembali rapat koordinasi untuk meningkatkan komunikasi dan 
informasi serta pemantauan yang teratur dan sistematis guna penyempurnaan 
sistem pengendalian intern. 
2.7 Kerangka Pikir 
 Penetapan aturan tentang otonomi daerah dan desentralisasi fiskal dalam 
Undang-Undang Nomor Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan 
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara 
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Dimana otonomi daerah yang 
dimaksudkan adalah hak, wewenang daerah otonom untuk mengatur sendiri 
urusan pemerintahan daeranya dan kepentingan masyarakatnya sesuai dengan 
aturan yang berlaku. Desentralisasi merupakan pendelegasian wewenang 
pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Demikian juga dengan urusan 




mengelola keuangannya sendiri. Pembiayaan daerah dalam pelaksanaan 
desentralisasi bersumber dari penerimaan daerah terdiri sebagai berikut. 
1. Bagian Dana Perimbangan. 
2. Pendapatan Asli Daerah (PAD)  
3. Bagian Laba Usaha Daerah dan  
4. Lain-lain Penerimaan yang Sah.  
 Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang merupakan pendapatan yang 
dihasilkan dari daerah otonom itu sendiri. Pendapatan Asli Daerah dapat 
menunjukkan kemandirian suatu daerah dalam memanfaatkan sumber-sumber 
pendapatan dalam wilayahnya karena hal ini dapat menjadi pengaruh 
ketergantungan dengan pemerintah pusat. Sumber-sumber Pendapatan Asli 
daerah menurut aturan perundang-undangan yaitu, berupa pajak daerah, 
retribusi daerah, laba perusahaan daerah, dan lain-lain PAD yang sah.  
 Pajak daerah yang merupakan salah satu bagian dari Pendapatan Asli 
Daerah sangat menarik untuk diteliti. Pajak dalam suatu daerah telah di tentukan 
dalam aturan perundang-undangan, baik itu wilayah Kabupaten/Kota maupun 
daerah tingkat Provinsi. Adapun jenis-jenis pajak daerah yang masuk dalam 
ruang lingkup wilayah Kabupaten yaitu terdiri dari pajak hotel, pajak restoran, 
pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan 
logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak bumi dan bangunan 
pedesaan dan perkotaan dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. 
Adapun dalam penlitian ini berfokus pada pajak restoran dalam pemungutannya 
dengan kaitannya dengan sistem pengendalian internal yang diterapkan 
pemerintah dalam menunjang pendapatan pajak daerah.  
 Dalam pemungutan pajak restoran menggunakan sistem self 




mengusahakan Restoran) untuk menghitung, mempertimbangkan dan 
melaporkan sendiri pajaknya. Adapun tarif pemungutan pajak restoran ditetapkan 
sebesar 10% dari penjualan. Pajak restoran dibayar oleh wajib pajak sesuai 
dengan aturan yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah setempat. 
 Di Kabupaten Enrekang pemungutan pajak restoran dilaksankan oleh 
Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kabupaten Enrekang. 
SKPD ini ditunjuk sebagai pelaksana pemungutan pajak daerah termasuk juga 
didalamnya pajak restoran yang ada di wilayah Kabupaten Enrekang. Jadi, 
penelitian dilakukan di lingkup SKPD tersebut yang terkait dengan bagaimana 
sistem pengendalian yang diterapkan terkhusus untuk masalah pemugutan pajak 
restoran. Aspek-aspek yang akan dikaji disesuiakan dengan unsur-unsur yang 
ada pada sistem pengendalian internal pemerintah yaitu lingkungan 
pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi 
dan pemantuan/monitoring. Hasil yang kita harapkan nantinya adalah 
pemungutan pajak yang maksimal, sistem pengendalian internal pemerintah 





3.1 Rancangan Penelitian 
 Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian 
kualitatif adalah penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung 
menggunakan analisis. Sehubungan dengan masalah penelitian ini, maka 
peneliti mempunyai rencana kerja atau pedoman pelaksanaan penelitian dengan 
menggunakan pendekatan kualitatif, dimana yang dikumpulkan berupa 
pendapat, tanggapan, informasi, konsep-konsep dan keterangan yang berbentuk 
uraian dalam mengungkapkan masalah. Menurut Moleong penelitian kualitatif 
adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deksriptif berupa kata-kata 
tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Penelitian deskriptif 
mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat, serta tata cara yang berlaku 
dalam masyarakat serta situasi-situasi tertentu, termasuk tentang hubungan-
hubungan, kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan-pandangan, serta proses-
proses yang sedang berlangsung dan pengaruh-pengaruh dari suatu fenomena. 
Penelitian ini tidak menolak untuk data yang berupa angka-angka, sehingga alat 
yang akan digunakan berupa alat-alat penelitan kuantitatif ketika diperlukan. 
3.2  Kehadiran Peneliti 
 Dalam melaksankan penelitian ini, peneliti bertindak sebagai pengumpul 
data dan instrumen aktif dalam upaya mengumpulkan data-data di lapangan. 
Instrumen pengumpulan data yang lain selain manusia adalah alat-alat 
pembantu yang bisa mendukung penelitian atau dokumen-dokumen yang 




berfungsi sebagai instrumen pendukung. Sehingga kehadiran peneliti secara 
langsung di lapangan dapat menjadi tolak ukur keberhasilan untuk memahami 
kasus yang ditliti. Keterlibatan peneliti scara langsung dan berpartisipasi aktif 
dalam penelitian termasuk dilalamnya aktif terhadap informan dan pengumpulan 
data lainnya sangat diperlukan. 
3.3  Tempat Dan Waktu 
 Tempat melakukan penelitian ini adalah di Kabupaten Enrekang dan 
dilaksanakan pada bulan Januari 2017. 
3.4  Sumber Data 
 Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan bersumber dari orang-
orang yang dianggap terkait dan terlibat dalam permasalahan ini dan data 
penunjang lain yang akan digunakan. Adapun sumber-sumber data yang 
digunakan pada penelitian ini terbagi atas dua yaitu sebagai berikut. 
a. Data Primer 
Data primer adalah data yang diperoleh peneliti secara langsung (dari 
tangan pertama). Sehingga data diperoleh langsung dari hasil wawancara 
kepada narasumber atau informasi yang dianggap relevan dan berpotensi 
untuk digunakan.  
b. Data Sekunder  
Data sekunder merupakan informasi yang dikumpulkan dari sumber-
sumber yang sudah ada yang di anggap relevan dengan penelitian 
Contoh : hasil penelitian, catatan organisasi, publikasi pemerintah, 





3.5  Teknik Pengumpulan Data 
 Dalam penelitian, teknik pengumpulan data merupakan faktor penting 
demi keberhasilan penelitian. Hal ini berkaitan dengan bagaimana cara 
mengumpulkan data, siapa sumbernya, dan apa alat yang digunakan. Sehingga 
metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai 
berikut. 
1) Studi Pustaka 
Dalam melakukan studi pustaka, penulis berusaha untuk memperoleh 
gambaran yang lebih jelas, komprehensif, mengenai peraturan 
perundang-undangan dan peraturan pelaksanaannya, serta referensi-
referensi lain yang berkaitan dengan masalah penelitian yang diangkat 
dalam penulisan penelitian ini. 
2) Dokumentasi 
Pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan 
dokumen-dokumen yang relevan dengan masalah penelitian yang akan 
dibahas. 
3) Wawancara,  
Metode wawancara merupakan pengumpulan data yang dilakukan 
dengan mengadakan tanya jawab atau tatap muka secara langsung 
dengan pimpinan dalam hal ini kepala dinas terkait atau staf personil yang 
berkaitan dengan masalah penelitian serta informan lain di luar 
pemerintahan yang dianggap bisa jadi sumber informasi dalam 







3.6  Teknik Analisis Data 
 Metode analilis data kualitatif lebih menekankan pada aspek pemahaman 
secara mendalam terhadap suatu masalah dari pada melihat permasalahan 
untuk penelitian generalisasi. Metode penelitian ini lebih sering menggunakan 
analisis mendalam dengan mengkaji masalah secara kasus perkasus karena 
metoda kualitatif yakin bahwa sifat suatu masalah akan berbeda satu dengan 
yang lain. Adapun langkah-langkah untuk menganalisis data dapat dilakukan 
dengan cara sebagai berikut. 
1. Reduksi Data 
 Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, 
memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. 
Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran 
yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan 
pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. 
2. Penyajian Data  
 Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah 
mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat 
dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar-kategori, 
flowchart dan sejenisnya. Yang paling sering digunakan untuk menyajikan 
data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. 
3. Penarikan Kesimpulan  
 Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif adalah penarikan 
kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah 
merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan 




kurang jelas sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa 
hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori. 
3.7  Tahap-Tahap Penelitian 
 Menurut Moloeng (1999:47) pelaksanaan penelitian ada empat tahap, 
yaitu: tahap sebelum ke lapangan, tahap ke lapangan, tahap analisis data, dan 
tahap penulis laporan. Lebih jelasnya akan diuraikan, sebagai berikut. 
1. Tahap Pra-Lapangan (studi pendahuluan), kegiatan yang dilakukan adalah 
sebagai berikut. 
1. Mencari isu tentang pemungutan pajak restoran. 
2. Berdasarkan  isu  tersebut, kemudian melakukan  pengkajian  literatur 
yang terkait degan sistem pengendalian internal dan pajak restoran 
3. Menetapkan subtansi penelitian 
4. proposal penelitian yang diajukan dan dikonsultasikan dengan  
pembimbing 
5. Setelah  mendapat persetujuan  pembimbing,  kemudian  dilaksanakan  
seminar proposal dan mengurus izin penelitian. 
2. Tahap Pekerjaan Lapangan, tahap ini merupakan tahapan studi terfokus yang 
dilakukan di lapangan dengan kegiatan pengumpulan data melalui 
wawancara, pengamatan dan pengkajian dokumen. Pada tahap pekerjaan 
lapangan, peneliti mulai melakukan penelitian melalui wawancara dengan 
pihak pemungut pajak restoran untuk mendapatkan informasi yang lebih 
lengkap. Peneliti adalah instrumen pengumpulan data. Peneliti melakukan 
wawancara terhadap pihak informan yang ada di Dinas Pengelolaan 
keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Enrekang terkait dengan sistem dan 




internal DPKAD yang berkaitan dengan sistem dan prosedur pemugutan pajak 
restoran di kabupaten Enrekang.   
3. Tahap Analisis Data, pada tahap ini hasil dari wawancara kemudian 
dibandingkan dengan informasi dukumen-dokumen terkait serta telaah teori-
teori yang relevan. selanjutnya peneliti mulai mengolah dan mendeskripsikan 
data yang didapat di lapangan. Peneliti melakukan analisis data untuk 
membuat kesimpulan sementara dan mereduksi data hingga akhirnya peneliti 
mampu membuat kesimpulan akhir dari proses penelitian di lapangan. 
4. Tahap Pelaporan Hasil Penelitian, tahap ini dilakukan melalui kegiatan 
penajaman, penggolongan, penyeleksian, dan pengorganisasian data. 
Penyajian data dilakukan dengan menyajikan sekumpulan data berupa, 
gambar, jaringan, grafik, serta jaringan. Tahap pelaporan hasil penelitian 
merupakan hasil dari beberapa tahap sebelumnya, berupa draf hasil 
penelitian. Hasil penelitian terdiri atas latar belakang, tinjauan pustaka, 
metode penelitian, penyajian atau pemaparan data temuan dan pembahasan, 
























 Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukakan  mengenai Analisis Sistem 
Pengendalian Internal Pemungutan Pajak Restoran dalam Optimalisasi 
Penerimaan Pajak Daerah  Kabupaten Enrekang peneliti menarik kesimpulan 
bahwa pelaksanaan pemungutan pajak restoran di Kabupaten Enrekang 
terlaksana dengan baik dengan melihat realisasi penerimaan yang selalu 
melebihi targetnya. Akan tetapi dalam pelaksanaanya terdapat ketimpangan atas 
sistem yang digunakan yaitu Self Assessment System diganti menjadi Official 
Assessment System. Penggantian sistem pemungutan yang digunakan tersebut 
berpengaruh pada prosedur pelaksanaan pemungutan pajak tersebut. Adapun 
unsur-unsur sistem pengendalian internal menurut  Peraturan Pemerintah Nomor 
60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah sudah 
dilaksanakan oleh Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten 
Enrekang dalam kaitannya terhadap pemungutan pajak restoran tidak memadai 
dengan belum terpenuhinya  unsur-unsur tersebut. Penetapan target pajak 
terlalu rendah dibandingkan dengan jumlah restoran berdampak pada tidak 
tercapainya optimalisasi penerimaan pajak.  
 Sistem Pengendalian internal yang diterapkan DPKAD Kabupaten 
Enrekang masih belum berjalan dengan baik. Terdapat masih ada sejumlah 
kelemahan yang dapat dijumpai dalam setiap unsur Sistem Pengendalian 
internal itu sendiri. Unsur-unsur dalam Sistem pengendalian internal saling terkait 
satu dengan yang lain serta saling mempengaruhi. Kelemahan sistem 




unsur penilian risiko.  Penilian risiko yang tidak berjalan dengan baik berakibat 
pada risiko yang materil tidak terindentifikasi sehingga, tidak ada analisis 
terhadap risiko tersebut.  Ketika DPKAD salah dalam menilai risiko maka, unsur 
lain dalam pengendalian internal juga tidak berjalan dengan semestinya. Unsur 
kegiatan pengendalian yang merupakan respon yang dilakukan untuk mengatasi 
risiko yang sebelumnya telah teridentifikasi menjadi salah arah sebagai akibat 
dari risiko yang tidak teridentifikasi. Setelah itu seluruh penyelenggaraan sistem 
pengendalian internal pemerintah harus diinformasikan dan dikomunikasikan 
serta dilakukan pemantauan terus menerus guna perbaikan yang 
berkesinambungan.         
5.2 Saran 
 Adapun saran penulis dalam penelitian ini yang diharapakan menjadi 
masukan yang bermanfaat bagi pihak-pihak yang terkait dan berkepentingan 
yaitu sebagai berikut. 
a. Untuk instansi terklait agar Sistem Pengendalian Internal dalam kaitannya 
dengan pemungutan pajak restoran  agar lebih diperhatikan dan dijalankan 
dengan semestinya.  
b. Untuk instansi terkait agar Sistem dan prosedur Pemungutan pajak restoran 
agar dijalakan sesuai dengan aturan yang berlaku. 
c. Bagi setiap elemen pemerintah Menjadi pengawas Sistem pengendalian 
internal yang baik dan melibatkan masyarakat dalam pengawasan 
pemerintah dengan sistem yang transparan oleh lembaga pemerintah terkait  
d. .Untuk peneliti selanjutnya agar menggunakan metode pengumpulan data 
dengan metode yang lain dan juga diharapkan cakupan penelitian yang lebih 
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Lampiran 3: Laporan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2014-2016 
 
LAPORAN TARGET DAN REALISASI PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN ENREKANG TAHUN 2014 
NO J E N I S T A R G E T 2014 REALISASI 2014  
(Rp) 
% S E L I S I H KODE KETERANGAN 
  PENERIMAAN ( Rp )   ( Rp ) REKENING (LEAD SEKTOR) 
I PENDAPATAN ASLI DAERAH ( PAD ) 37.641.158.766,00 33.945.145.644,63 90,18 -3.696.013.121,37     
A   PAJAK DAERAH             
1   Pajak Hotel 7.500.000,00 10.683.500,00 142,45 3.183.500,00 4.1.1.01 DPKAD 
2   Pajak Restoran 47.000.000,00 54.656.000,00 116,29 7.656.000,00 4.1.1.02.01 DPKAD 
3   Pajak Hiburan 5.000.000,00 5.475.000,00 109,50 475.000,00 4.1.1.03 DPKAD 
4    Pajak Reklame 83.000.000,00 107.788.425,00 129,87 24.788.425,00 4.1.1.04 DPKAD 
5   Pajak Penerangan Jalan ( PPJ ) 2.810.000.000,00 2.803.455.708,00 99,77 -6.544.292,00 4.1.1.05.01 DPKAD 
6   Pajak Mineral Bukan Logam & Batuan 500.000.000,00 1.045.289.555,00 209,06 545.289.555,00 4.1.1.06.06 DPKAD 
7 
  Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan & 
Perkotaan 
1.900.000.000,00 1.983.194.625,00 104,38 83.194.625,00 4.1.1.12.01 DPKAD 
8   BPHTB 65.000.000,00 61.165.796,00 94,10 -3.834.204,00 4.1.1.13.01 DPKAD 
  J u m l a h 5.417.500.000,00 6.071.708.609,00 112,08 654.208.609,00     
B   RETRIBUSI DAERAH:             
  1. RETRIBUSI JASA UMUM: 20.742.628.963,00 11.700.733.329,00 56,41       
1   Retribusi Pelayanan Kesehatan 19.964.178.963,00 10.768.619.122,00 53,94 -9.195.559.841,00 4.1.2.01.01 DINKES/RSUD 
2   Ret. Pemeriksaan Kualitas Air 5.000.000,00 5.505.200,00 110,10 505.200,00 4.1.2.01.01 DINKES 
3   Ret. Peng. Biaya Cetak KTP  5.000.000,00 4.865.000,00 97,30 -135.000,00 4.1.2.01.03 DINSOS & CAPIL 
4   Ret. Peng. Biaya Cetak  KK 2.000.000,00 1.500.000,00 75,00 -500.000,00 4.1.2.01.14 DINSOS & CAPIL 
5   Retribusi Pasar 643.450.000,00 775.963.750,00 120,59 132.513.750,00 4.1.2.01.06 Pertan.&Perkeb./Kec 
6   Ret. Pengujian Kendaraan Bermotor ( PKB ) 20.000.000,00 14.624.600,00 73,12 -5.375.400,00 4.1.2.01.07 DISHUB INBUPAR 
7   Retribusi Tempat Parkir 100.000.000,00 119.521.000,00 119,52 19.521.000,00 4.1.2.01.11 DISHUB INBUPAR 








  2. RETRIBUSI JASA USAHA: 824.500.000,00 898.444.998,00 108,97       
1   Ret. Pemakaian Kekayaan Daerah 572.000.000,00 678.220.000,00 118,57 106.220.000,00 4.1.2.01.13 DISHUB/KEC/Gab.Din. 
2   Ret. Terminal (TPR) 40.000.000,00 46.876.000,00 117,19 6.876.000,00 4.1.2.02.05 DISHUB INBUPAR 
3   Ret. Tempat Rekreasi &Olah Raga 150.000.000,00 84.898.998,00 56,60 -65.101.002,00 4.1.2.02.10 DISHUB INBUPAR 
4   Ret. Penggantian Biaya Benih Ikan 45.000.000,00 64.190.000,00 142,64 19.190.000,00 4.1.2.02.17 D.Peternak&Perikan. 
5   Ret. Kebun Raya Maspul 17.500.000,00 24.260.000,00 138,63 6.760.000,00 4.1.2.01.23 D.Kehutanan 
  3. RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU: 390.300.000,00 794.279.592,00 203,50       
1   Ret. Izin Mendirikan Bangunan ( IMB ) 179.500.000,00 228.247.004,00 127,16 48.747.004,00 4.1.2.03.01 KPTSP 
2   Retribusi Izin Gangguan ( HO ) 53.300.000,00 79.042.901,00 148,30 25.742.901,00 4.1.2.03.03 KPTSP 
3   Retribusi Izin Trayek 7.500.000,00 7.135.000,00 95,13 -365.000,00 4.1.2.03.04 KPTSP 
4   Ret. Menara Telekomunikasi 150.000.000,00 479.854.687,00 319,90 329.854.687,00 4.1.2.03.13 DISHUB INBUPAR 
  J u m l a h 21.957.428.963,00 13.393.457.919,00 61,00 -8.563.971.044,00     
C HSL.PENG.KEK.DAERAH YG DIPISAHKAN             
1   Bank Pembangunan Daerah ( BPD ) 2.862.293.695,00 2.862.293.695,00 100,00 0,00 4.1.2.01.03 B P D  
2   Perusahaan Daerah Air Minum ( PDAM ) 50.000.000,00 50.000.000,00 100,00 0,00 4.1.3.01.02 P D A M 
3   Perusahaan Daerah Mata Allo 0,00 0,00 0,00 0,00 4.1.3.01.01 
PERUSDA MATA 
ALLO 
  J u m l a h 2.912.293.695,00 2.912.293.695,00 100,00 0,00     
D   LAIN - LAIN PAD YANG SAH             
1   Hasil Penjualan Barang Milik Daerah 150.000.000,00 103.249.500,00 68,83 -46.750.500,00 4.1.4.01.06 DPKAD 
2   Jasa Giro 400.000.000,00 1.220.008.725,00 305,00 820.008.725,00 4.1.4.02.01 DPKAD 
3   Bunga Deposito 1.942.936.108,00 4.976.059.568,42 256,11 3.033.123.460,42 4.1.4.02.01 DPKAD 
4   Set. Kel.Pembayaran Kepada Phk. Ketiga             
    Pen. Tim Tindak Lanjut ( TB ) 1.200.000.000,00 1.176.720.272,19 98,06 -23.279.727,81 4.1.4.06.10 DPKAD 
5   Lain - lain Pendapatan  3.660.000.000,00 4.090.689.856,02 111,77 430.689.856,02 4.1.4.01.19 Gab Bdn/Din/Ktr/Bag 
6   Pendapatan dari Pengembalian 1.000.000,00 957.500,00 95,75 -42.500,00 4.1.4.10.06 D. KUPERINDAG 









LAPORAN TARGET DAN REALISASI PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN ENREKANG TAHUN 2015 
NO J E N I S TARGET 2015 REALISASI 2015 % S E L I S I H KODE KETERANGAN 
  PENERIMAAN ( Rp ) ( Rp )   ( Rp ) REKENING (LEAD SEKTOR) 
I    PENDAPATAN ASLI DAERAH ( PAD )             
A   PAJAK DAERAH             
1   Pajak Hotel 10.000.000,00 15.521.500,00 155,22 5.521.500,00 4.1.1.01 DPKAD 
2   Pajak Restoran 50.000.000,00 54.269.000,00 108,54 4.269.000,00 4.1.1.02.01 DPKAD 
3   Pajak Hiburan 7.000.000,00 6.500.000,00 92,86 -500.000,00 4.1.1.03 DPKAD 
4   Pajak Reklame 83.000.000,00 136.042.180,00 163,91 53.042.180,00 4.1.1.04 DPKAD 
5   Pajak Penerangan Jalan ( PPJ ) 3.400.000.000,00 3.132.806.449,00 92,14 -267.193.551,00 4.1.1.05.01 DPKAD 
6   Pajak Mineral Bukan Logam & Batuan 1.000.000.000,00 1.506.837.618,00 150,68 506.837.618,00 4.1.1.06.06 DPKAD 
7   Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan & Perkotaan 2.500.000.000,00 2.328.940.739,00 93,16 -171.059.261,00 4.1.1.12.01 DPKAD 
8   BPHTB 80.000.000,00 159.453.050,00 199,32 79.453.050,00 4.1.1.13.01 DPKAD 
  J u m l a h 7.130.000.000,00 7.340.370.536,00 102,95 210.370.536,00     
B   RETRIBUSI DAERAH:             
  1. RETRIBUSI JASA UMUM: 18.428.206.960,00 13.891.347.100,00 75,38       
1   Retribusi Pelayanan Kesehatan 17.626.256.960,00 12.842.280.900,00 72,86 -4.783.976.060,00 4.1.2.01.01 DINKES/RSUD 
2   Ret. Pemeriksaan Kualitas Air 7.500.000,00 5.709.600,00 76,13 -1.790.400,00 4.1.2.01.01 DINKES 
3   Ret. Peng. Biaya Cetak KTP  5.000.000,00 0,00 0,00 -5.000.000,00 4.1.2.01.03 DINSOS & CAPIL 
4   Ret. Peng. Biaya Cetak  KK 2.000.000,00 0,00 0,00 -2.000.000,00 4.1.2.01.14 DINSOS & CAPIL 
5   Retribusi Pasar 644.450.000,00 862.989.500,00 133,91 218.539.500,00 4.1.2.01.06 Pertan.&Perkeb./Kec 
6   Ret. Pengujian Kendaraan Bermotor ( PKB ) 20.000.000,00 22.501.100,00 112,51 2.501.100,00 4.1.2.01.07 DISHUB INBUPAR 
7   Retribusi Tempat Parkir 120.000.000,00 157.866.000,00 131,56 37.866.000,00 4.1.2.01.11 DISHUB INBUPAR 
8   Ret. Pem. Kepemilikan UTTP 3.000.000,00 0,00 0,00 -3.000.000,00 4.1.2.02.08 D.Peternak&Perikan. 
  2. RETRIBUSI JASA USAHA: 913.500.000,00 1.087.434.000,00 119,04       








2   Ret. Terminal (TPR) 40.000.000,00 36.726.000,00 91,82 -3.274.000,00 4.1.2.02.05 DISHUB INBUPAR 
3   Ret.Jasa Usaha (Pondok Wisata Masemba ) 5.500.000,00 5.500.000,00 100,00 0,00 4.1.2.02.06 DISHUB INBUPAR 
4   Ret. Tempat Rekreasi &Olah Raga 144.500.000,00 113.100.000,00 78,27 -31.400.000,00 4.1.2.02.10 DISHUB INBUPAR 
5   Ret. Penggantian Biaya Benih Ikan 100.000.000,00 153.460.000,00 153,46 53.460.000,00 4.1.2.02.17 D.Peternak&Perikan. 
6   Ret.Jasa Usaha (Kebun Raya ) 30.000.000,00 30.620.000,00 102,07 620.000,00 4.1.2.01.23 D.Kehutanan 
  3. RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU: 460.700.000,00 578.876.581,00 125,65       
1   Ret. Izin Mendirikan Bangunan ( IMB ) 188.200.000,00 272.782.250,00 144,94 84.582.250,00 4.1.2.03.01 KPTSP 
2   Retribusi Izin Gangguan ( HO ) 75.000.000,00 112.924.933,00 150,57 37.924.933,00 4.1.2.03.03 KPTSP 
3   Retribusi Izin Trayek 7.500.000,00 7.950.000,00 106,00 450.000,00 4.1.2.03.04 KPTSP 
4   Ret. Menara Telekomunikasi 190.000.000,00 185.219.398,00 97,48 -4.780.602,00 4.1.2.03.13 DISHUB INBUPAR 
  J u m l a h 19.802.406.960,00 15.557.657.681,00 78,56 -4.244.749.279,00     
C HSL.PENG.KEK.DAERAH YG DIPISAHKAN             
1   Bank Pembangunan Daerah ( BPD ) 5.000.000.000,00 3.337.902.299,67 66,76 -1.662.097.700,33 4.1.2.01.03 B P D  
2   Perusahaan Daerah Air Minum ( PDAM ) 50.000.000,00 50.000.000,00 100,00 0,00 4.1.3.01.02 P D A M 
  J u m l a h 5.050.000.000,00 3.387.902.299,67 67,09 -1.662.097.700,33     
D   LAIN - LAIN PAD YANG SAH             
1   Hasil Penjualan Barang Milik Daerah 200.000.000,00 130.558.200,00 65,28 -69.441.800,00 4.1.4.01.06 DPKAD 
2   Jasa Giro 800.000.000,00 1.719.419.117,00 214,93 919.419.117,00 4.1.4.02.01 DPKAD 
3   Bunga Deposito 9.000.000.000,00 11.166.715.888,00 124,07 2.166.715.888,00 4.1.4.02.01 DPKAD 
4   Set. Kel.Pembayaran Kepada Phk. Ketiga             
    Pen. Tim Tindak Lanjut ( TB ) 1.200.000.000,00 1.421.920.556,77 118,49 221.920.556,77 4.1.4.06.10 DPKAD 
5   Lain - lain Pendapatan  5.000.000.000,00 9.630.283.076,00 192,61 4.630.283.076,00 4.1.4.01.19 Gab Bdn/Din/Ktr/Bag 
6   Pendapatan dari Pengembalian 1.000.000,00 930.000,00 93,00 -70.000,00 4.1.4.10.06 D. KUPERINDAG 
7   Dana Kapitalisasi JKN pada FKTP 7.674.079.794,00 0,00 0,00 -7.674.079.794,00 4.1.4.19.01 D.Kesehatan 
  J u m l a h 23.875.079.794,00 24.069.826.837,77 100,82 194.747.043,77     









LAPORAN TARGET DAN REALISASI PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN ENREKANG TAHUN 2016 
NO J E N I S T A R G E T 2016 REALISASI 2016  % S E L I S I H KODE KETERANGAN 
  PENERIMAAN ( Rp ) ( Rp )   ( Rp ) REKENING (LEAD SEKTOR) 
I   PENDAPATAN ASLI DAERAH ( PAD )             
A   PAJAK DAERAH         4.1.1   
1   Pajak Hotel 12.000.000,00 17.607.000,00 146,73 5.607.000,00 4.1.1.01 DPKAD 
2   Pajak Restoran 50.000.000,00 55.834.000,00 111,67 5.834.000,00 4.1.1.02.01 DPKAD 
3   Pajak Hiburan 10.000.000,00 9.500.000,00 95,00 -500.000,00 4.1.1.03 DPKAD 
4   Pajak Reklame 83.000.000,00 129.841.550,00 156,44 46.841.550,00 4.1.1.04 DPKAD 
5   Pajak Penerangan Jalan ( PPJ ) 3.100.000.000,00 3.357.579.512,00 108,31 257.579.512,00 4.1.1.05.01 DPKAD 
6   Pajak Mineral Bukan Logam & Batuan 1.700.000.000,00 2.417.429.369,00 142,20 717.429.369,00 4.1.1.06.06 DPKAD 
7 
  Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan & 
Perkotaan 
2.500.000.000,00 2.616.018.576,00 104,64 116.018.576,00 4.1.1.12.01 DPKAD 
8   BPHTB 282.000.000,00 543.593.700,00 192,76 261.593.700,00 4.1.1.13.01 DPKAD 
  J u m l a h 7.737.000.000,00 9.147.403.707,00 118,23 1.410.403.707,00     
B   RETRIBUSI DAERAH:             
  1. RETRIBUSI JASA UMUM: 21.155.447.500,00 18.017.269.009,00 85,17       
1   Retribusi Pelayanan Kesehatan 19.964.247.500,00 16.866.601.009,00 84,48 -3.097.646.491,00 4.1.2.02.01 DINKES/RSUD 
2   Ret. Pemeriksaan Kualitas Air 5.000.000,00 2.826.000,00 56,52 -2.174.000,00 4.1.2.01.01 DINKES 
3   Retribusi Pasar 1.023.200.000,00 937.737.000,00 91,65 -85.463.000,00 4.1.2.01.06 Pertan.&Perkeb./Kec 
4   Ret. Pengujian Kendaraan Bermotor ( PKB ) 25.000.000,00 36.484.000,00 145,94 11.484.000,00 4.1.2.01.07 DISHUB INBUPAR 
5   Retribusi Tempat Parkir 138.000.000,00 173.621.000,00 125,81 35.621.000,00 4.1.2.01.11 DISHUB INBUPAR 
  2. RETRIBUSI JASA USAHA: 1.141.000.000,00 1.552.690.008,00 136,08       
1   Ret. Pemakaian Kekayaan Daerah 545.500.000,00 909.845.008,00 166,79 364.345.008,00 4.1.2.01.13 DISHUB/KEC/Gab.Din. 
2   Ret. Terminal (TPR) 40.000.000,00 26.304.000,00 65,76 -13.696.000,00 4.1.2.02.05 DISHUB INBUPAR 








4   Ret. Tempat Rekreasi & Olah Raga 360.000.000,00 400.300.000,00 111,19 40.300.000,00 4.1.2.02.10 DISHUB INBUPAR 
5   Ret. Penggantian Biaya Benih Ikan 160.000.000,00 185.280.000,00 115,80 25.280.000,00 4.1.2.02.17 D.Peternak&Perikan. 
6   Ret.Jasa Usaha (Kebun Raya ) 30.000.000,00 30.961.000,00 103,20 961.000,00 4.1.2.01.23 D.Kehutanan 
  3. RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU: 313.050.000,00 409.355.044,00 130,76       
1   Ret. Izin Mendirikan Bangunan ( IMB ) 213.450.000,00 300.387.344,00 140,73 86.937.344,00 4.1.2.03.01 KPTSP/KEC. 
2   Retribusi Izin Gangguan ( HO ) 89.600.000,00 107.292.700,00 119,75 17.692.700,00 4.1.2.03.03 KPTSP/KEC. 
3   Retribusi Izin Trayek 10.000.000,00 1.675.000,00 16,75 -8.325.000,00 4.1.2.03.04 DISHUB INBUPAR 
4   Ret. Menara Telekomunikasi 0,00 0,00 0,00 0,00 4.1.2.03.13 DISHUB INBUPAR 
  J u m l a h 22.609.497.500,00 19.979.314.061,00 88,37 -2.630.183.439,00     
C HSL.PENG.KEK.DAERAH YG DIPISAHKAN             
1  Perusahaan daerah Air Minum ( PDAM ) 50.000.000,00 75.000.000,00 150,00 25.000.000,00 4.1.2.01.03 PDAM 
2  Bank Pembangunan Daerah ( BPD ) 4.751.158.746,00 4.751.158.746,00 100,00 0,00 4.1.3.01.02 BPD 
  J u m l a h 4.801.158.746,00 4.826.158.746,00 100,52 25.000.000,00     
D   LAIN - LAIN PAD YANG SAH         4.1.4.01   
1   Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan 0,00 0,00 0,00 0,00 4.1.4.01.03 DPKAD 
2   Hasil Penjualan Barang Milik Daerah 200.000.000,00 29.922.031,00 14,96 -170.077.969,00 4.1.4.01.06 DPKAD 
3   Jasa Giro 2.500.000.000,00 1.510.511.439,00 60,42 -989.488.561,00 4.1.4.02.01 DPKAD 
4   Bunga Deposito 9.000.000.000,00 8.523.386.498,00 94,70 -476.613.502,00 4.1.4.02.01 DPKAD 
5   Set. Kel.Pembayaran Kepada Phk. Ketiga             
    Pen. Tim Tindak Lanjut ( TB ) 1.200.000.000,00 2.916.788.012,95 243,07 1.716.788.012,95 4.1.4.06.10 DPKAD 
6   Lain - lain Pendapatan  6.500.000.000,00 7.678.884.908,00 118,14 1.178.884.908,00 4.1.4.01.19 Gab Bdn/Din/Ktr/Bag 
7   Pendapatan dari Pengembalian 1.000.000,00 835.840,00 83,58 -164.160,00 4.1.4.10.06 D. KUPERINDAG 
8   Dana Kapitasi JKN pada FKTP 9.314.719.139,00 0,00 0,00 -9.314.719.139,00 4.1.4.16.01 Dinas Kesehatan 
  J u m l a h 28.715.719.139,00 20.660.328.728,95 71,95 -8.055.390.410,05     














A Kecamatan Enrekang 
1 Sari Laut Enrekang 
2 Rm. Hikma Jl. Hos Cokroaminoto 
3 Rm. Mulia Jl. Hos Cokroaminoto 
4 Rm. 99 Enrekang 
5 Rm. Jawa Jl. Hos Cokroaminoto 
6 Wr. Bakso Jl. Kemakmuran 
7 Bakso Solo Jl. Kemakmuran 
8 Wr. Coto Mksr Jl. Emmy Saelan 
9 Bakso Tegal Jl. Emmy Saelan 
10 Wr. Sidenreng Jl. Emmy Saelan 
11 Wr. Ojo Lali Jhl. Siliwangi No. 4 Batili 
12 Wr. Isdom Bamba Enrekang 
13 Wr. Putri Isdom Bamba Enrekang 
14 Coto Makassar Jl. Hos Cokroaminoto 
15 Wr. Hiburan Bamba Enrekang 
16 Rm. Dewi Keppe 
17 Wr. Jaya Pangsit Batili 
18 Wr. Diknas Kopl. Diknas 
19 Café Dinda Jl. Jend. Sudirman 
20 Rm. Sumber Rezki Jl. Abu Bakar Lambogo 
21 Rm. Monggo Kresno Jl. Hos Cokroaminoto 
22 Rm. Takaza Jl. Hos Cokroaminoto 
23 Rm. Sido Mulyo Jl. Jend. Sudirman 
24 Rm. Tepi Jalan Pinang Permai 
25 Wr. Aira Pinang Permai 
26 Wr. Bakso Solo Jl. Hos Cokroaminoto 
27 Wr. Bakso Solo Jl. Hos Cokroaminoto 
28 Rm. 4 Saudara Jl. Jend. Sudirman 
29 Wr. Sunda Jl. Siliwangi 
30 Kedai Kopi Nikita Jl. Dipenegoro 
31 Wr. Nivara Bamba Enrekang 
32 Wr. Podomoro Bamba Enrekang 
33 Rm. Yuni Bamba Enrekang 
34 Wr. Coto Sehat Jl. Industri 
35 Wr. Minang Saiyo Jl. Hos Cokroaminoto 
36 Wr. Bakso Solo Jl. Pasar Baru 
37 Nasruddin Dalam Pasar Enrekang 
38 Rahmatia Dalam Pasar Enrekang 
39 Nurmini Dalam Pasar Enrekang 
40 Dg. Beta Dalam Pasar Enrekang 
41 Jenne Dalam Pasar Enrekang 
42 Sikki Dalam Pasar Enrekang 
43 Mardiana Dalam Pasar Enrekang 
44 Mas Rianto Dalam Pasar Enrekang 
45 Hasna, Hadisa Dalam Pasar Enrekang 
46 Sunardi Dalam Pasar Enrekang 
47 Hawalia Dalam Pasar Enrekang 
48 Marni Dalam Pasar Enrekang 
49 Mas Pendi Dalam Pasar Enrekang 
50 Emmy Saelan Dalam Pasar Enrekang 
51 Baharuddin Dalam Pasar Enrekang 
52 Murianto Dalam Pasar Enrekang 
53 Dahlia Dalam Pasar Enrekang 
54 Murni P Dalam Pasar Enrekang 
55 Randing Dalam Pasar Enrekang 
56 Sattuang Dalam Pasar Enrekang 
57 Hj. Hasriani Dalam Pasar Enrekang 
58 Kadis Dalam Pasar Enrekang 
59 Hj. Naima Dalam Pasar Enrekang 
60 Mas Riko Dalam Pasar Enrekang 
61 Darni Dalam Pasar Enrekang 
B Kecamatan Maiwa 
1 Wr. Sederhana Maiwa 
2 
Wr. Bakso Manungga 
Rasa 
Maiwa 
3 Wr. Lumayan Maiwa 
4 Wr. Chaya Maiwa 
5 Wr. Bakso Maiwa 
6 Wr. Jabar Maiwa 
7 Kios Dodol Bahagia Maiwa 
8 Wr. Daeng Naba Maiwa 
9 Wr. Daeng Sima Maiwa 
10 Wr. Suneng Maiwa 
C Kecamatan Cendana 
1 




P. Saleng / RM. Sinar 
Harapan 
Karrang 
3 Rantes / Bakso Solo Kabere 
4 








Hamrida / Wr. Sudi 
Mampir 
Kabere 
D Kecamatan Baraka 
1 Wr. Yahya Baraka 
2 Wr. Sukirno Baraka 
3 Wr. Purwanto Baraka 
4 Wr. Mahmud Baraka 
5 Wr. Suriani Baraka 
6 Wr. Ati Baraka 
7 Wr. Amir Dg Tika Baraka 
8 Wr. Bakka Baraka 
9 Wr. Kasino Baraka 
10 Wr. Kas Baraka 
11 Wr. Nasir Baraka 
12 Wr. Slamet Baraka 
13 Wr. Saddia Baraka 
14 Wr. Diana Baraka 
15 Wr. Bunaia Baraka 
16 Wr. Yudi Baraka 
17 Wr. Saleh Baraka 
18 Wr. Marit Baraka 
19 Wr. Kasimin Baraka 
E Kecamatan Anggeraja 
1 Jemz II Kec. Anggeraja 
2 Mustika / Wr. Mustika Kec. Anggeraja 
3 Rm. Sinar Harapan Kec. Anggeraja 
4 Djiwo / Wr. Djiwo Kec. Anggeraja 
5 Rm. Mendatte Kec. Anggeraja 
6 Hj. Since / Wr. Since Kec. Anggeraja 
7 Rm. Rahmat Kec. Anggeraja 
8 Rm. Buttu Kabobong Kec. Anggeraja 
9 Rm. Bambapuang Kec. Anggeraja 
10 Wr. Hj. Ancong Kec. Anggeraja 
11 Rm. Ragu Kec. Anggeraja 
12 Rm. Goa Jepang Kec. Anggeraja 
13 Rm. Sabar Segala Kec. Anggeraja 
14 Rm. Sulis Kec. Anggeraja 
15 Rm. Puncak Indah Kec. Anggeraja 
16 Rm. Mitra Jaya Kec. Anggeraja 
17 Rm. Jemz I Kec. Anggeraja 
18 Rm. Sinar Harapan II Kec. Anggeraja 
19 Rm. Bunga Tanah Kec. Anggeraja 
20 Rm. Panorama Indah Kec. Anggeraja 
21 Rm. Binaria Kec. Anggeraja 
22 Ambang / Wr. Coto Kec. Anggeraja 
23 Mas Hadi / Wr. Bakso Kec. Anggeraja 
24 
Mas Suprianto / Wr. 
Sido Mampir 
Kec. Anggeraja 
25 Wr. Hj. Sadaria Kec. Anggeraja 
26 Kios Mitra Kec. Anggeraja 
27 Kios Fiqa Kec. Anggeraja 
28 Kios Setia Kawan Kec. Anggeraja 
29 Kios Mario Kec. Anggeraja 
30 Kios Sehati Kec. Anggeraja 
31 Kios Yusuf Kec. Anggeraja 
32 Kios Ananda Kec. Anggeraja 
33 Kios Indri Kec. Anggeraja 
34 Kios Asri Kec. Anggeraja 
35 Kios Lestari Kec. Anggeraja 
36 Kios Chaerul Kec. Anggeraja 
37 Wr. Citra Duri Kec. Anggeraja 
38 Wr. Bunga Salak Duri Kec. Anggeraja 
39 Kios Nabbi Nangga Kec. Anggeraja 
40 Wr. Rabi Kec. Anggeraja 
41 Wr. Jumriah Kec. Anggeraja 
42 Wr. H. Baka Kec. Anggeraja 
43 Wr. Rading Kec. Anggeraja 
44 Rm. Bukit Kenangan Kec. Anggeraja 
45 Wr. Isa Herawati Kec. Anggeraja 
46 Wr. Pesona Alam Kec. Anggeraja 
47 Rm. Bukit Indah Kec. Anggeraja 
48 Wr. Jau Kec. Anggeraja 
49 
Rm. Cahaya Batu 
Rampun 
Kec. Anggeraja 
50 Wr. Suarni Kec. Anggeraja 
51 Rm. Mandiri Kec. Anggeraja 
52 Rm. Aliyah Kec. Anggeraja 
53 Wr. Amir Dg. Tika Kec. Anggeraja 
54 Wr. Sawelong Kec. Anggeraja 
55 Wr. Rusdianto Kec. Anggeraja 
56 Kios Ririn Kec. Anggeraja 
57 Wr. Megawati Kec. Anggeraja 
58 Wr. Mugianto Kec. Anggeraja 
59 Wr. Dahera Kec. Anggeraja 
60 Wr. Darling Kec. Anggeraja 
61 Wr. Abd. Somad Kec. Anggeraja 
62 Wr. Atep Kec. Anggeraja 
63 Wr. Joko Susilo Kec. Anggeraja 
64 Wr. Purwanto Kec. Anggeraja 
65 Wr. Suparno Kec. Anggeraja 





67 Wr. Nasrullah Kec. Anggeraja 
68 Wr. Nawawi Kec. Anggeraja 
69 Wr. Masriana Kec. Anggeraja 
F Kecamatan Alla 
1 RM Kita Komp. Psr Sudu 
2 RM Budi Alam Komp. Psr Sudu 
3 WR Putra Maspul Komp. Psr Sudu 
4 
WR Pangkep/ Sop 
Sodara 
Komp. Psr Sudu 
5 Wr. Mba Yul Komp. Psr Sudu 
6 Wr. Tati Komp. Psr Sudu 
7 Wr. Indo Eda Komp. Psr Sudu 
8 Wr. Sukasdi Komp. Psr Sudu 
9 Wr. Mama Try Komp. Psr Sudu 
10 Wr. Dg. Ali Komp. Psr Sudu 
11 Wr. Rusli Komp. Psr Sudu 
12 Wr. Saddia Komp. Psr Sudu 
13 Wr. Sabiba Komp. Psr Sudu 
14 Wr. Jumiati Komp. Psr Sudu 
15 Wr. Mariati Komp. Psr Sudu 
16 Wr. HJ. Hanima Komp. Psr Sudu 
17 Wr. Wiwik Komp. Psr Sudu 
18 Wr. Sanaria Komp. Psr Sudu 
19 Wr. Suwandi Komp. Psr Sudu 
20 Wr. Sukiman Komp. Psr Sudu 
21 Wr. Jumriah Komp. Psr Sudu 
22 Wr. Culling Komp. Psr Sudu 
23 Wr. Suada Komp. Psr Sudu 
24 Wr. Baena Komp. Psr Sudu 
25 Wr. Suarni Komp. Psr Sudu 
26 Wr. Indo Tammi Komp. Psr Sudu 
27 Wr. Sumarno Komp. Psr Sudu 
28 Wr. Hada Komp. Psr Sudu 
29 WR. Padang Komp. Psr Sudu 
30 WR. Iwan Komp. Psr Sudu 
31 WR. Jahidah Komp. Psr Sudu 
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